
Menimbang :

Mengingat

BUPATI LAMPUNG TENGAH
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAHNOMOR TAHUN 2017

TENTANG

PENOELOLAAN JARINGAN dokumentasi dan informasi HUKUM (JDIH)KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

a‘ TUk me^aksanakan ketentuan dalam Peraturan^esiden. Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan DokumentasiHUkUm NaSi°nal’ diP<“ suatu sistemJ ngan pendayagunaan bersama Peraturan Perundano-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya secara tertibtaforaL dalam Pen8emb“gM sistemmiormasi hukum di Kabupaten Lampung Tengah;
h. bahwa dalam rangka meningkatkan pelavanan kenadamasyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukumsecara lengkap, akurat, mudah dan cepat, S atovapengeloiaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

li3bentUkanD,Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten datoRe^hKk311! P'01™8’ Sumatera Selatan (Lembaran NegaraRepubhk Indonesia Tahun 1956 Nomor 55 T=>r«K1Und^nuNA8araiTRePUblik Indonesia Nomor 1091), setaïï



Tahun 2008 Nomor 61 Tamh .Indonesia Nomor 4846),-’ mbahan Lembaran Negara Republik

KepubhkJndon™^ SSan^
6’ ^ndang-Undang Nomor 9a u

Nomor 55371 Lembaran Negara p! u^Un 2014

Pa”e™tahan Administrasi

8

«&---

Rep~^n« T-<X
9. Peraturan Presiden Nomor 33 t u

Pembenral^nSd^^Ne8eii Nomor 80 Tahun 2015 tentanIndonesiaTahun^sfc^ Neg^5^
Ttóun 2013ntTenÏÏ^'“s'tSd2iASap Manusia Nomor 2Dokumentasi dan tnformasi h.Ï ' Pengelolaan TeknisIndonesia Tahun 20013 Nomor 21^” Benta Negara RePublik

2016 tentangerp^enraS dX^s”8 ^8311 N°mOr 09 TahunKabupaten Lampung TeXh H/KSUnan Peran8kat Daerahbampung Tengah Tahun 2016 N™ Daerah KabupatenDaerah Kabupaten ^ba^



putusan pengadilan,

6. Dokumen Hukum i

putusan penXE” yan? meiiP«ü namun tidSTrh^1"^

MEMUTUSKAN •

UWHWO TBMGAH. ^OBMASi HVKVK

7. Informasi Hukum adalakterkandungdalam DokumenSm; ““ keterangan yang

“ssisss

babi

ketentuan UMUM
Pasal 1

Pet.tumn Bupati yang

^aerahad^h^^^^^^
Pemenntaha^D^X31311 BuPati sebagai unsur penvel^menntahanyangmenjadXe^X.XeX'^nom3”3- Bupati adalah Bupati UmpungTengah;

Kabupaten^pung^XhX3” HUkUm Sekretariat Daerah



BAB III

pengelolaan

Pasal 4

°'
_

(2) Susunan keangeotaan •

ditetaPkan dengan Keputusan B^^ dimaksud pada ayat (2)

pengumpula pTng^ Informasi Hukum adalah kegiatan
pendayagunaan informasi hukumenyimPanan’ peIestarian dan

peraturan tertulis yangatau ditetapkan oleh lembal n«^\ a Umum dan dibentukmelaksanakan prosedur vang^b^L^ berwenangPerundang-undangan; g dltetaPkan dalam peraturan

peraturan meliputi Peitur^öL^ berbentukBersama Bupati/Walikota^an P^u^ Peraturan
meliPuti Keputusan DPRD ?PR° dan berbentukRD dan Keputusan Badan Kehormatef DPR?

BABU
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengembanga^’Si pengefótaan^ri™ ^oman dalamHukum (JDIH) di Kabupaten Laming T^gah ^^ dan Inf°™asi
Pasal 3

Peraturan Bupaö ini bertujuan untuk:

nï"?””””"™” *5,“"“ bd" »™~l

lenX^Xrdi^e~^^

hukum melalui Si^pf^k Pen8etahuan



Pasal 8
(1) Pengumpulan, pengolahan

b. Undang-undang Republik Indonesia-

f
‘ tenten Dalam Negeri-

h Peraturan Daerah Propmsi;

Pasal 5

P^el'XnJD^ dalam Pas^ 4 melakukan

b.
Penyebarluasan produk

informasi Hukum melalui pemanfaatan teknologi

BABIV

TüGAS DAN FUNGSI

Pasal 6

informasi hukum Pem“hTn
Pasal 7

sebagaimana dimaksud

iS^kumen^k3'131’’ pelestar‘“ danPemerintah Daerah; hukum yang diterbitkan oleh

Lampung TfngahT1110^ manusia Pengelola JDIH Kabupaten

JDIH KabupatenXmpu^ Jaringan Dokumentasi

"STdan Pen^bangan sumber daya manusi pengelola JDffl

P^y^nan laporan setiap tahun di bulan Desember kepada pusat



Pasal 9

5 ayat (1) untuk
masing-masing.

konsekuensi dan

(satu) minggu sekali
dan Informasi Hukum

W JDIH Pabn8 sediki‘ setiap 1melakukan updating data Peraturan Daerah d-lainnya sebagaimana dimaksud “al^ SsJsebarluaskan dan diupload melalui website JDIH

b

c. Rancangan Produk Hukum Daerah-d. Surat Edaran Bupati; dane. Artikel hukum.

Antar Daerah

(2) Penyebarluasan Informasi dan 1 .
dimaksud pada ayat (11^ setefah website sebagaitnana
Pengkiarifikasian inforniasi, dllakuka"

dalam Pasal Shu^f^ melipuü™ DaCTah sebagaimana dimaksud
a. Peraturan Daerah;
b. Peraturan Bupati/

(3)
sebagaimana dimaksud Pasal S huruf

a. Putusan Badan Peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum

Pasal 11

sebagaimanadiSlcsid^MPas^hu Th®1" sistem ^loga. Sistem katalog- 5 huruf b antara lain melalui-

sebagaimana mfelalui sistem katalog
-rekam infotmasi .Xïïa^^
a. Jenis;
b. Nomor;
c. Tanggal;
d. Judul;
e Sumber; dan

Pasal 10

soft copy Peratur^D^e^PCTmSXi^Bupaü'd1 menyamPaikan
Pengelola JDIH Propinsi dan PusatJWJ^ Peraturan DPRD ke



(3)
alone sebagaimana dimaksudpadaav^T^ maj1diri/stand
sistem aplikasi data base£X”“
(1) huruf c diketotemSi wëSte.Seba8aimana dimaksud Pada ayat

<51 £“i!^^^ d“^ud pada

Pasal 12

inform^ produk h“k™ danwtbestte JDIH Kabupa^n Lampun^g^ Pasal 9 (2) melalui

babiv
pembinaan dan pengawasan

Pasal 13
W Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pengeioiaan JDIH

“ud ayat (!) melalui :
Kabupaten; ’ S1’ an ^onsultasi pengeioiaan JDIH

b- Penyediaan sarana dan prasarana JDm

berkala dengt^Ji^^p*^^ JDIH Kabupaten secara
d. Monitoring dan evaluasi pengeioiaan JDIH Kabupaten.

Pasal 14
(1)

dtaakSUd dalam Pa^ 13 ayat (1)
sesuai dengan rencana d^k^ntu^311 JDIH dapat
undangan. ketentuan peraturan perundang-

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud a >pengawasan ataspelaksanaan^SeMaan dT ayat (1) melalui
Penataan sistem informasi hukum mXXDM hUkUm dan

BAB V

PEMBIAYAAN
Pasal 15

’nfonPaypiaHu^MJ^dDae^S^ Jai™gan Dokumentasi danBeIanJa“(APBD’



P',ra'i=™^ mengikat sesuai dengan ketentuan

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

:an.

pengundangan
Berita Daerah

Peraturan Bupati ini mulai beriaku tangga] diun(Jangki
memerintahkanKabupatenLa^pungTengS PenemPatannya dalam

Ditetapkan di Gunung Sugihpada tanggal 201?
büpati lampung tengah

Diundangkan di Gunung Sugihpada tanggal * 2017

MUSTAFA

DAERAHKABUPATEN LAMPUNG TENGAH

/ADI ERLANSYAH



NOMOR 60 TARUN201?
TENTANG

bagianorganisasi
TMUN2017
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